
 

 

 

 

BUPATI TANAH BUMBU 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU 

NOMOR   63   TAHUN 2021 

 

TENTANG 

KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAERAH  DALAM  

PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TANAH BUMBU, 

Menimbang :   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) 

Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang 

Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan 

Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati tentang Konfirmasi Status Wajib 

Pajak Daerah Dalam Pemberian Layanan Perizinan dan 

Nonperizinan; 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di 

Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4265); 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4846); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 



 

9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

6. Undang-Undang  Nomor  11  Tahun  2020  tentang  Cipta 

Kerja  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020 

Nomor  245,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5357); 

8. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2021  tentang 

Penyelenggaraan  Perizinan  Berusaha  Berbasis  Risiko 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

15,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia 

Nomor 6617); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6618); 

10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang 

Usaha  Penanaman  Modal  (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Bidang Usaha  Penanaman  Modal  (Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128); 

11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran 

Negara Tahun 2014 Nomor 221); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1956);  

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 

2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5); 



 

 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 

2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau 

Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Investor 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 

Nomor 4); 

15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 73 Tahun 2018 

tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur 

Organisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 

Nomor 73); 

16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi 

Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu 

Tahun 2016 Nomor 9); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KONFIRMASI STATUS WAJIB 

PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PERIZINAN DAN 

NONPERIZINAN. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati  ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu. 

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan 

rakyat daerah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan 

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahaan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati 

Tanah Bumbu. 

5. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan PD 

adalah perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku 

pengguna anggaran/pengguna barang. 

 

 



 

6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 

Kabupaten Tanah Bumbu. 

7. Pelayanan terpadu satu pintu yang selanjutnya disingkat 

PTSP adalah Pelayanan Secara terintegrasi dalam satu 

kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai 

dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu 

pintu. 

8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 

kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

9. Konfirmasi Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat KSWPD adalah kegiatan yang dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah sebelum memberikan layanan publik 

tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak 

Daerah. 

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi 

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang 

mempunyai hak dan kewajiban perpajakan    sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 

11. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak 

sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang 

dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas 

wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakannya  

12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang dikeluarkan 

oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki 

kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

 

Pasal 2 

 

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk 

melakukan KSWPD dalam pelayanan Perizinan dan Non 

Perizinan sebagai bentuk Pelayanan Publik Tertentu  

 

 

Pasal 3 

Tujuan KSWPD adalah: 

a. mengoptimalkan penerimaan pendapatan daerah; 



 

b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Daerah; 

c. mewujudkan keseimbangan hak dan kewajiban di dalam 

azas pelayanan publik; dan 

d. melaksanakan KSWPD sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan sebelum layanan publik tertentu 

diberikan oleh Pemerintah Daerah. 

 

 

BAB II 

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI  

STATUS WAJIB PAJAK DAERAH 

 

Pasal 4 

(1) Pelaku usaha dapat mengajukan perizinan setelah 

melaksanakan validasi KSWPD pada sistem elektronik. 

(2) Hasil KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa 

validasi bersifat host to host dengan Status Wajib Pajak yang 

mengajukan permohonan perizinan dinyatakan valid dalam 

hal telah memenuhi kewajiban perpajakan daerah. 

(3) Status Wajib Pajak yang mengajukan permohonan 

perizinan dinyatakan tidak valid apabila belum memenuhi 

kewajiban perpajakan Daerah. 

(4) Dalam hal KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

memiliki status valid, maka DPMPTSP memproses 

permohonan tersebut. 

(5) Dalam hal KSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

memiliki status tidak valid, maka DPMPTSP menolak untuk 

selanjutnya pemohon dapat menyelesaikan kewajiban 

perpajakan daerahnya terlebih dahulu. 

 

BAB III 

PEMBIAYAAN 

Pasal 5 

 

Pendanaan pelaksanaan KSWPD yang merupakan persyaratan 

dalam pemeberian pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 

dibebankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 
BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



 

Agar setiap orang, mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 
 

 

Ditetapkan di Batulicin 
pada tanggal  24 Desember 2021     

BUPATI TANAH BUMBU, 

 
ttd 

 
H. M. ZAIRULLAH AZHAR 

 

 
Diundang di Batulicin 

pada tanggal   24 Desember 2021         

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU, 
 

ttd 
 
H. AMBO SAKKA  

 
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 63 


